FERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
FUBAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNGIAWAR

Menimbang

Mertgirgat @

DENGAN RAHMAT TUHIAN YANG MAHA ESA

BUPFATE TUBAN
PROVIRS]1 JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TURAN
NOMOR T2 TAHUN 2016

TENTANG

SOSIAL PERUSAHAAN

BUPATE TUBAN,

Tahwa untulk melaksenakan ketentuan Pasal 21 Peraturan
Daerah kabupaten Tuban Neomor 3 Tabun 2015 tentang
Tanggungiawab Sosial Perusahaan, maks perlu menetapkan

Peraturan Bupaii tentang Peraturen Pelaksanagn Peraturan
Daerah Eabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2015 tentans

Fangounpgiawab Sosial Perusabaan;

E.

Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1950 tenkang
Pembentukan Doerab-daerah Kabupaten di Bdrghungan
Prowingd Dewa Timusr gsebageimana tefah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tabun 1965 {Lembaren Negara
Repullik Indonesta Tahun 1965 Nomor 19, Tambehan
Lembaran Negara Fepublik Indonesta Nomor 2730},
Undang-Undang Nomoer 12 Tahun 2003 fentang Badan
Usaha Milik MNegara (Lembmyran Negara  Republil
Indonesia Tehun 2003 Nomor VO

ndanp-Undang  Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabutr 2007 Nomor 67, Tambahan Lembatan Negera
Republik Indonesis Nomor 45675);




140,

-

Undang-Undang Nomoer 40 Tahun 20087 tentang
Peraerosn Terbatas [Lembaran Negara Repuldik Indonegia
Tahun 2007 Nemor P06, Tambahan Lembaren Megars
Republik vionesia Nomor 4578);

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009  lentang
Perlindungan Pengeiofasn Lingksngan Hidup [Lembaran
Negara Republik Indonesin Terhun 2009 Neomor 140,
Tambahan Lembaran Negare Republii indonesia Nomor
5054],

Thndang-adang Namor 11 Tehun 2009 tentang
Kesejahtersan Sostal  {Lembaran Negarm Republik
indonesig Tahun 2009 Nomor 12, Tambaban Lembaran
Negarn Repulblik Indonesia Momor 4967}

. Uhdang-Undeng Nesnor 12 Tehun 2011 tentang

Pembentukan Perefuran FPerundang-uidangan
(lesmbaran  Negara Republk Idonesia Tahun 20113
Nomor 82, Tambshan Lbemberon Negara Repuldik
Indonesis Nomor 5234}

Undane-Thudang  MNomaer 23 Tehun 2004 tentang
Perperintahan Paerah sebapaimana telah dinbah  kedua
Lkali dengan {fndang-lindang Nomor 9 Tabun 215
(Lemmharan Negara Repuablik Indonesia Tahun 2015
Nomor &8, Tambshan Lembaran Negara HRepublik
indonesiz Momor S679);

Pergturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang
Pedoman Pemnbinaan dan Pengawagan Penyelenggaraan
Pemerintah  Deerah  {Lembaran Negara  Hepublik
Indonesta Tabun 2005 Neomor 41, Tambahao Lembaran
Megars Republik Indonesia Nomor 4000);

Peraturan Pemerintabh MNommor 47 Tehbun 2012 {eniang
Tanggungiawalh Sosial dan  Lingkungan  Perseroan
Terbatas [Lembaran MNegara Republik Indonesia Tehun
2012 Nemor 3%, Tambmhan Lembaran MNegara Republik

Indonesin Nomor 5303);




Menetapkan

El.
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Perpturan Pemerintan Nomor 87 Tehun 2014 tentang
Peraturan Pelaksaniaan Undang-Undang Nomor 12 Taluin
2011  tentagp Pembentukan Peraturan Pernundang-
Undangan;

Peratutan Menterd Sosial Nomor SO/HUK /2005 temtang
Pedoman Pelaksanaan Kerassma lintas Sekior dan
Dumvip fzahp;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negars Nomor Per-
Q9/MBLIFOY /2015 tentang Progrson Kemdbrgan  dan
Program Bina Linglungan Sadan Usaha Milik Negara,
Peraturan Daerah Provins Jows Timur Nomor ¢ Tehun
2011 tentang Tanggurigiawab Sosial Perusshaan:
Persiuran Desersh Kabupaten Taban Nomor 3 Tabun
2013 tentang Tangguydawab Sosial Ferusabiaan;

MEMUTLUSKAN :

; PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 3
TAHUR 2015 TENTANG TANCGGUNG JAWAE SOBIAL
PERUSAHAAN,

BAR I

KETENTUAN {IMUM

Parat 1

Dradamy Peraturan Bupshi ind vang dimakgad denga

Braerab adalah Kabupaten Tuban.

Pemerintah Praerah adalah Pemerintah Kabupater T

Bupati sdeiah Bupat] Tuban,

Organisast Perangkat Deerah vang selonjutnya disingkst OPD adalah
Selretarint Dacrah, Seloetardat TPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan

Kecamatarn.

i
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2. Tanggungiawab BSosinl Perusahasn disinpkat dengan TSP adadab
tenEguingiawat yang melekat pada setiap perusshasn untuk tetap
menciptalian hubungan vang serasi, seinmbang dan sesual dengan
linglcargan, nilal, norma dan budsaya masyarakst setempat,

6. Perusahaan adalah permsshaar vang Derstatus badan hokum den
berkedudukan 4 Kabupatenr Tuban.

7. Forum Pelaksana TS8P yang selanjutmyas disingkat FPTSP adaiah
organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan
vang melaksanakan pprogram TSP dengan meupun tenpa melibatkan
pemangku kepentingan sebagal wadsh komunibesi, konsuliasi, dan
evaluast penyelenggaraan TSP ¢ Kabupaten Tubar.

BAB H

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGRUP
Pa=al 2

FPedoman pelaksataat TSP ini dimaksudkan yntuk memberikan arahan bapt
pelaksanaan  pogram Tangpungiawsb Sooisl Perusahaan di Kabupaten
Trubarn.

Paual 3

Pedoman pelaksaniaan TSP bertujuan untuk ;

a,omrwigudkan  sinergistas antera pelaksanesn program  {anggungiawab
soaial perisahaan dengan program pembangunpan Pemerintah Daersh;
dan

. mewujudkan keberlanjuian penvelengparasn  program  anggungiawab
sosial perusahaan.

Pasat 4

Huang Hoghup Peraturan Pelakeanaan nd meliputi petunjul pelakasnaan
ginergitass program  tangoungiawab  sosigl perusashaan dengan program
pembanganan Pemerintah Damrah,

15,



A TR
KEASIFIEAS! PERUSAHAAN DAN PENGANGOARAN PROCEAM PSR
Prsal &

aetiap pertsahaan wajih menvusun dan menctapkan rencana program TSP
aschagai bhagian yvang tidak terpisabksn dan  kebijakan  manajemoen
perunszhaan.

Posal 6

Perusshaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, adalsh perusabiaan
berbentuk badan yang delmn kepiatan opergeionainyae memiliki dempaic
Hnghutigan, sosial dan ekonomi badle secare langsung atas tidak langsung.

Poaal 7

Rencana program T8F schagaimana dimeksud pade Pasal 5, melput
rencana  pengalokasian  angparan  perusabaan, program dan  sasaran
kegiatan TSP vang ekan dilaksanakarn.

Paaal &

Besaran alokasi anggarvan programm TSP masinpg-masing  perusabasn
diteqitukan mmaksimel 4 % dant keuntungan bersih penzsahaan berdaszarkan

prinsip nilat kepatuian dan kewajerar.

BAR IH

KELEMBAGAAN
Pagal O

{1} Permeristah Doerab memfasibitasi prrusabaan dedam pembentoban
FPPEE yvang mermnitikd fungst sebapal wadah koordinasi, ainkronisas) dan
harmonisesi prograre TS yang dilskuksn masing-masing perusabasn
dengan program pembangunan daerab.

{2} FPembentukan FPTIP schagaimana dirmaksud pada avat {1} ditetapkan
dengan Keputuasan Bupati,

el




b SLLELLEL

- G-

Prant 14

Keanggotaan FPTSF terdic derd unsur perusahpan dan unsur Pemeriniab
Daerah yang memiliki mamsa bakt 5 {lma) tahun dan dapat diperpanijang
atan dilakukan perabaharn.

{3)

{2)

(E

(2

14

{24

Fagnl 1

Kelembagaan FPTSP dalam melaksanaksn tugas sinergi program TSP,
mermiiki beberapa Bidang Organ sesuat kebutuhan.

Pengelompokan Bidang Organ FPTSP dapat didasarkan pada ;

a. ataius badan usabs;

b. wilayah kerja perusshaan:

€. jemis useha: atas

d. skals vaahsa,

Pamal 12

Setiap Bidang Organ FPTSP, ditumjuk } {satu} perusahasn sebagai
Koordinator Bidang,

Fenunjuldcan Koordinator Bidang dalam Organ FPTBP, ditetapkan
berdasarkan kesepabkatan rapat pembentukan FPTSP.

Pagal 13

FPTEP delam melskspnshan  operasional sesuad  fungsinys  dapat
mengelola  penganggaran  dari sumber pendamman partisipasi
perusahann angpots,

Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada avat (1), didakukan

cleh Sekretarital FPTSP yang besaran, pengounasn dan pelaporan
pertzngrangawabannya disepakat datan: rapat FPTSF secara terbuka.

ﬂ{ﬂ
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BAR IV
SINERGITAS PROCRAM TSP

Pesal 14

Pelaksanagan program {59 oleh masing-masing perusahaan pada prinsipoya
harus bergineryl dengan program  pembangunan daeral, untuk tujuan
efeltifitas dan efisiensi.

Pazal 15

Sinergitas progeasn TEP dengan program pemphanpunan dacrabh dilakukan
mekiai tahap perencanaarn, pelaksansan, pepgendalian dan evaluast,

Pa=al 16

kelompol fents program kegiatan ‘TSP yang dizinergikan mediputi

a. PFrogram Bina Lingkungan dan Sosial, merupakan program untuk tujuan
mempertabankan fmgsi-fungsi tnghungsn hidop dan pengelolasnnys,
serta mernberikan bsntuan langsung kepada masyarakat & wilayeh
BASALEL;

b. Program Kemitrean Useha Mikro, Keoll dan Menengeh {UMKM) seria
koperast, merupakan program uniuk menumbuhkan, meningkatkan dan
rmemnhing kemandivian usaha masyvarekat di wilayah sagaran,

¢. Program bangsung Masyverubkat, merupakan program secars Iangsung
ditiifukan kepada masvarakat dientaranva berupa hilah, sabsidi, baik
berupa uang, bharang atai jasa di bidang pendidikan, kesebatan serta
bPantuan pelavansn sosial lainmys  termasuk kepada para korban
bencane dan para Penvandang Mesalah Kesejahterann Sosial [PMRS).

FPezal 17

Penetapan sasasran  pelaksansan programn TSP oleh  masing-masing

perusahaan ferbagl menjadi 3 {tiga) kelompok sasaran yaitu -

2. kelompok sasaran prioritas utame sesuat araben kebijakan Pemoerintah
Daerah;

B, kelompok sasaran priotitas smesuai den  sinersl arahan kebijakar:
Frernerintah Doerals:

¢, kelompok sasaran sesual pertimbangan internal perusahaan.

ﬁe!—?’ﬁ
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Pagal 18

(1} KHencana kegiatan TSP yang dibtiat oleh perusahan disinerpikan dengan
program pembangunan dacral, melaiul TSR

[2]  Unmik mencapad sinergitas sebagaimana dimaksnd pada ayaf {1}
difabkukan langkah-langkah sebagai berikut

B, porusaliaan  menyusun tencans  kegiatan  program TSP untok
disarnpaikan kepada FPTSP,;

. Organisasi Peranghat Daerab terkait, menyampaiken data sasaran
target program TSP kepada FPTSP meliputt namas, alammat, volume
dan spesifikasi kepiatan pembangunan.

c. FPTSFP menyusun repcang sinergl program 15F melalui pemetran
kegiatan sebagaimans dimaksud huref a8 dan b, dan mengatur
pembagian intervenai kepads masing-masing perusabaan secars
proporsionat berdasarian skala usaha, dampak lingkungan, domisth
permisahiaan dan pertimbangan-pertimbangan lain: dan

{31 Bag perusahaan yang tidak bergabung dalam FPTSPE dapat melakukan
kegintan TSP semdid,

{4] Data sasaran tirget program TSP yang disampaiban  Organisasi
Peranghkat Dasrah terkait kepada FPTSP sebapsimana ditnaksud pada
aval {3 huruf b, adalah merupakan sasaran target prioritas
pemmbengunan dasrah.

(3} Basaran target pricritas utama pembangunan daerah meliput rehab
atau pembangunan ramah tinggal layak bunt, pembangunan sarvanas air
hersih, pembangunan sanitasi, peigadran depo sampah, pembangtnat
reang terbuka bujau dan target priorites pembangunan Iait sesuai
woruiisd perkkembangan kebijakan Pemerintah Daerah.

(6} Diantara gsasaret target pricritas pembangunan deerah terscbut dalam

pasal 18 avat 5 yang utama adaltah pembangunan atau rehap mmah
tidak  layak huni. sshingpa (hsrapken perusshaan  Iebih
mendahultkan untuk pembangunan kegiatan tersebut.

g,f?’,..
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BAE Vi

METODE PELAKSANAAN PROGRAM TSF

Fasml 19

Pelaksanaan program TSP dapar dilakukean dan dikelola sendini oleh
perusahasn dan afau bekerjasames dengan pihak ke tigea melalai metode
pendekatan One Village One Corporate {OVOC] atau Satu Pess Satu
Perusahaan {S3F,

Paanl 20

Metode pendekatan SDSP, mempunyai pengertian

f. setlep perusahaan waitbh melaksanakan program TSP paling sedikit 1
feati} dessa;

b. setiap dess mendapatkan program. TSE;

c. perusabsan yang tdak mampu melaksanaksn program TSP I (satw) deay
secara sendini, dapat melakukan kerjasame denpan perusahaan kain;

d. =ebagai upayva mewwjudkan pemerataan pembagian peran perusahast
dan pemerataan sasaran masyarakat dalam pelaksanasn Propram TSP
aecaty proporsionat.

Pasml 21

Pelaksanaan program TSP dengan menggunakan metode SDSP pada masiig-
maging kelompok jenis program schagaimana dimaksud pada Pasal 15,
diatur Jebih lanjut dalam Kepuitusan Sekretaris Dacsah tentang Petunjuk
Teknizs SD8F pwropram TSR

HAR WV

FELAPOREAN
Pasal 22

{1} Setiap  perusehasn  sebagaimans dimeksud peda Pasal ©&  wajib
menyampatkan laporan pelaksanaan program kegiatan TSP kepada
FItart, dengan menggminakarn format lapotan memuat nomor umat,
name program, alamar sasaran, volume kegiatan dan nilai nominal.

{4} Bagi perusahaan yang behim tergabunp FPTSP  wajib melaporkar
kegintan program TSP kepads FPTSP dengan ternbusan Bupati.

tf
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{3 Penyampaikan laporan pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dan ayat {2} dilekukan secare pericdik 4 (empat] kal dalam 1
{satu] tabun, yaite Tribulan | pada bulam Apnl, Tribulan I pada bulan
Jul, Tribwlan 0 pada bulan Odtober dan Tribulan 1V peds bulan
Janmari tshurn berika oy,

Pasal 23

{1y FPTEP wajih memberikan fasilitast kemudaban  penyampedan  laporan
program TSP pleh masing-masing perusshaen batk secara manual
maypun menggunakan media intermet fwebsite).

{2} Penvampaian laperan progran TSP dengan mengguinskan mediz internet
sebagaimane dimaksud pads avat (1}, FPT8F memiasilitasi bimbingan
teknds pelaporan kepada petugas vang ditunjuk cleh masing-masimog
frEre SsaaaT,

Pasai 24

FPTEP walilh menyampaikan laporan secars komprebensif pelaksanaan
prograon TEP vang dilakukan secara periodik 2 {dual kali dalam § {satu}
tabun, yaito Semester [ pada bulan Juli dan Semester {} pada bulan fanuari
tahun berilcutnye.

Pasal 25

Laporan  realisasi pelaksassan program TSP secara  komprehensif
sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, meliputi perencanasan, pelaksanaan,
evaluasi dan pengencalian.

Possl 26

Bupati mennmangkan data realisasi pelakssnasn program TSP ke dalam
Eaporan Ketermngan Pertanggung  Jawaban  (LKPJ}  Bupatlh  untuk
dizampaikan kepada Ketea DPFRD Kabupaten Tuban.

952
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Bap Vv

PENGHARGAAN DAN SANKSE

Fasal 27

Pemernntah Daerah memberi penghargaan kepada perusshaan vang telah
melaisanpian program TOP, sesuai krtiteria penilaian,

Eriteria pendinian diantara meliput
a. memiliki dokumen perencataan program TSP

b, metnifikd kecenderunpan nominal anggarsn TSP meningkat 3 tahun
terakiir

c. tertih penyampaian laporan pelaksanaan TSP

d. elektifitas dampak program TSP

Pemberian penghargpan  sebagaimana dimalesuwd pads  ayat  {1)
Pemerintah Baerah membeniik Tim guna melakukan  penilaian,
penominasian, dan penetapkan bentuk penghargaan,

Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penominasian diatur lebih
faraut dalam Kepuiusan Selretaris Daerah tentang Petunjuk Teknis
Felaksanzan Pomberizn Penghargaan.

Pangl 28

Perusahaan yang tidak melaksanekan ketentuan delam Paasl 22 avat {1}
dan avat {F), Pasal 23 ayat {{] dan Pasal 24, dikenakan sanksi
sdindnistratf berupa teguran terbalis,

Tegoran tertulis dilaksanakan sclama 2 (tiga) kall, dengen jeda wakiu
masing-roasing 1 fsatu) bulan.

Jika setelah tegoran tertulis ke 3 ftHga}, perusahsan tidak mengindahkan,
maka akan dikenakan sankat berupa pemsbatasan kegiatan usaha,

A7,
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BAB VI

PENUTLP

Posal 30

Peraturan Bupati ind mulai berlaku pada tengeat diundangkan.

Agar setinp orang mepgetahuinye, memerintahkan pesgundangsn Peraturan
Bupali ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Drtetapian di Tuban

paida tangpal 1 Nepenbar 20t

7/ BUPAT BANA

/i’,— H. FATHLUIL }IUDA”,Q

Binndangian di Tubsin
pada tanggal 1 Sepeabar 2015

SERRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BULE WIVANA

BERITA DAERA KADUPATEN TUBAN TAHUN 2016 NOMOR 45 Berd &




